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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG  
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada 
calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia 
yang bekerja di luar negeri melalui asuransi TKI, 
maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia perlu dilakukan 
perubahan; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang  Nomor 2 Tahun  1992  tentang  
Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 

  2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
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Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 

   3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4954); 

   4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    5. Keputusan Presiden Nomor  84/P Tahun 2009;  
   6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi 
Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 273); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 
PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA 
KERJA INDONESIA 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273) 
diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 13 

(1) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan dalam 1 (satu) 
konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka 
perusahaan asuransi TKI wajib bertanggung jawab atas 
penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertanggungan 
asuransi TKI yang bersangkutan. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.27 3 

(2) Ketua konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan 
perubahan keanggotaan kepada Menteri paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan keanggotaan sesuai 
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
Pasal 10.   

(3) Perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah sehingga Pasal 26  berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 26 
(1) Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim 

asuransi kepada konsorsium asuransi TKI. 
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah 
terjadinya risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23. 

(3) Dalam hal pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak menuntut 
klaim dinyatakan gugur. 

(4) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
melampirkan persyaratan: 
a. Umum. 

KPA (asli). 
b. Khusus program asuransi TKI pra penempatan. 

1. Meninggal dunia harus melampirkan surat keterangan 
kematian dari rumah sakit. 

2. Sakit. 
a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan 
b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah 

sakit atau Puskesmas. 
3. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. 

a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan 
b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah 

sakit atau Puskesmas. 
4. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI. 

a) surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota 
setempat;dan 

b) perjanjian penempatan. 
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